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PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

J1. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 — 3515871 Fax :3542522 Telex 22605
Semarang - 50132

T
—

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 190/29t TAHUN 2014
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang optimal dan untuk
memberikan jaminan prosedur yang distandarkan
sesuai dengan tugas dan fungsinya, diperlukan adanya
Standar Operasional Prosedur (SOP);

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas,
maka perlu diterbitkan Keputusan Sekretaris Daerah
Kota Semarang tentang Standar Operasional Prosedur
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi,
Kolusi Dan Nepotisme (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679},
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601};

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat [I Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-
Kabupaten Daerah Tingkat I[I Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara Dan Kendal Serta Penataan
Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3097);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 53357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;



13,

14.

15.

16.

17

18.

19,

20.

21.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 111);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2017

23.

tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (Berita
Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 18);
Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2016
Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan
Fungsi,Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016
Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Standar Operasional Prosedur Pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Semarang.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran [ sampai
dengan Lampiran XII Keputusan ini.

Hasil pelaksanaan standar operasional prosedur
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaporkan kepada
Sekretaris Daerah Kota Semarang.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Semarang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan kepada Yth:

Q0

Lo NG

Walikota Semarang;

Wakil Walikota Semarang;

Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;

Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota
Semarang;

Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;

Inspektur Kota Semarang;

Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;

Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;




LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 180/295 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 067.2/ 1

Tanggal Pembuatan | 10 Juli 2019

Tanggal Revisi | 2 Agustus 2019

ﬁz;l:f:;han 5 Agustus 2019

Disahkan Oleh izk;igsar])afgmh
Surat Masuk pada
Bagian Hukum

Nama SOP Setda Kota
Semarang

| Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana |

3

| 2.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor |
tentang  Standar |

52 Tahun 2011
Operasional Prosedur Di
Pemerintah Provinsi
Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
Peraturan Walikota Semarang Nomor 38
Tahun 2018 tentang Tentang Perubahan

Lingkungan
Dan

| Memahami materi yang akan dlbahas1

| dalam Surat tersebut




Atas Perwal No 41 Tahun 2015 Tentang
Perjalanan Dinas Walikota / Wakil
Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD
Kota Semarang, PNS,CPNS, Pegawai Non
PNS dan Non PNS

Keterkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

SOP Pedoman Perjalanan Dinas

Peringatan

1. Unit PC

RN (R

Apabila tidak disusun SOP, tindak lanjut
Surat Masuk tidak dapat dilaksanakan
dengan baik dan benar

1. Nomor Surat Masuk
2. Arsip Surat

3. Arsip Hasil Kajian




URAIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN SURAT MASUK

Mutu Baku
No | Uraian Prosedur Pelaksana Ka Sub Bag K{pli'l:‘kiiflan Persyaratan/ Waktu Out Put Keterangan
kelengkapan
1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 |Menerima, Surat masuk 5 menit Pencatatan di
mencatat dan mulai J buku register
meneruskan surat N ‘ surat masuk
masuk |
2 |Menelaah dan .. ¥ Surat masuk 10 menit Disposisi Surat
mendisposisi surat I masuk
masuk
|
3 |Menerima, - | Disposisi surat |10 menit Tindak lanjut
menelaah dan I‘ selesal |« masuk Disposisi Surat
mendisposisi surat masuk
masuk
1 2 3 5 6 9 10




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 180/295 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP [067.2/ 2

Tanggal Pembuatan | 10 Juli 2019

Tanggal Revisi 2 Agustus 2019

Tanggal

A 2019
Pengesahan Bhgnss 2l

| Nama SOP

Disahkan Oleh Sekretaris Daerah

Kota Semarang

Surat Keluar pada
Bagian Hukum
Setda Kota
Semarang

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

L.

2.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Dan
Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

1. Memahami tata naskah surat yang
berlaku di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang

2. Dapat membuat konsep surat

Keterkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

[

1. Unit PC 4. Amplop
2. Printer 5. Stempel
3. ATK




Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila tidak disusun SOP, Surat tidak
sesuai dengan standar tata naskah di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang

1. Nomor Surat Keluar
2. Tanda Terima Surat
| 3. Arsip Surat




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT KELUAR

Mutu Baku
No| Uraian Prosedur KepalaBeglari | o o)h png JF Pelaksana Persyaratan/ Keterangan
Hukum Waktu Out Put
kelengkapan
1 2 3 4 5 ] 7 8 9 10
| [Memberikan tugas membuat 5 menit |Dispasisi
lensep surat —l tugas
2 |Menerima dan meneruskan tugas e Disposisi tugas [5 menit  |Pelaksanann
membuat konsep surat Q 1 tugas
3 [Membuat konsep surat dan memo L] Materi untuk |20 memit | Konsep Surat
[vang kemudian disjukan kepada _l mermn buat Keluar
Kasubbag [ P Sural
4 |Menerima dan menelaah konsep H EKanaop Surat | 20 menit| Revisi konsep |Jika konsep sudah benar
surat Keluar Surat keluar |diteruskan ke Kepala Bagian,
apabila belum benar
dikembalikan untuk di revisi
5 |Menerima dan menelash konsep |Revisi konsep |10 menit |Surat Keluar | Jika konsep sudah benar
surat Surat keluar keneep surat di paraf dan/atau
ditanda tangani, apabila belum
benar dikembalikan untuk di
revisi
& |Memmta paraf surat keluar dan [Surat Keluar |60 menit |Surat Keluar
Memo kepada Kepala Bagian dan Memo yang telah di
Hukum. Asjsten Administrasi tanda tangan
Pemerintahan dan Sekretaris
Daerah untuk surat keluar yang
ditanda tangani oleh Walikota atan | ———
meminta paraf Kepala Bagian
Hukum dan Asisten Administrasi
Pemerintahan uniuk surat keluar
yang ditanda tangsni oleh
Sekretaris Daernh
7 |Meneruskan surat yang telah di - o Surat Keluar |5 menit | Pencatatan di
tanda tangani cleh Walikota/ vang telah di buku register
Sekretaris Dasrah diteruskan ke — tanda tangan Burat Keluar
Bagian Tata Usaha untuk Bagian Tata
dilalukan penomoran surat Usaha
B |Surat didistribusikan — |Surat Keluar |30 menit |Tanda terima
| selesal ] surat keluar
1 W 3 4 5 @®iN T4 T B 9 10




LAMPIRAN III

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 180/295 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

|Nomor SOP  [067.2/3 |
Tanggal 10 Juli 2019
Pembuatan
Tanggal Revisi 2 Agustus 2019
PEMERINTAH KOTA SEMARANG Tanggal

SEKRETARIAT DAERAH 5 Agustus 2019

'l Pengesahan

Sekretaris Daerah
Kota Semarang
Kajian Keputusan
Walikota dan/atau
Sekretaris Daerah

Disahkan Oleh

Nama SOP pada Bagian
Hukum Setda Kota
[ Semarang
| Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana |
1. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang| 1. Memahami perencanaan dan |
Pembentukan  Peraturan Perundang- penganggaran progam kerja dan
Undangan kegiatan
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 | 2. Memahami mekanisme
tentang Administrasi Pemerintahan pembentukan produk hokum |
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 penetapan
tentang Pemerintahan Daerah | 3. Memahami penjabaran tugas dan
sebagiaman telah diubah beberapa kali, fungsi Bagian Hukum Setda Kota
terakhir dengan Undang-Undang Nomor Semarang
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28




Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah

52 Tahun 2011
Operasional Prosedur Di
Pemerintah Provinsi
Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas

Dan

2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor |
tentang  Standar |
Lingkungan r

Peraturan |
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun]

Keterkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

1. SOP Penyusunan Rencana Strategis
(RENSTRA)

SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA)

SOP Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)

2.
3.

4,

1. Unit PC 3. Stempel
2. ATK

Peringatan

| Pencatatan dan Pendataan

Apabila  penyusunan  produk  hokum
penetapan daerah berupa Keputusan
Walikota dan/atau Sekretaris Daerah
tidak dilaksanakan, maka  kebijakan
Pemerintah Kota Semarang tidak dapat
| dilaksanakan

1. Nomor Keputusan Walikota
dan/atau Sekretaris Daerah

Arsip Keputusan Walikota dan/atau
Sekretaris Daerah




URAIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KANAN KEPUTUSAN WALIKOTAf BEKRETARIS DAERAH

L) : : Muta Baku
stz Prosrrdur "“T::'tﬂ’:“ o Sub Bag FPHP ar Pl s Prrayoratan/ | Wakin Crut Pl
ekngkapan
1 2 E) 4 5 A 7 B [
| [ Menerima dan menerskan Eeise 5 memit Thispomist
Kansep Keputisn Wakikota) motsl —-__i Keputusan
Sekiretirs Discrult Masuk
7 [Meociias,  meackah dan] + Disposist 10 menin | Disposes
. A R EEE— iy
Wliknta Sekietans Unemi Keputisan
Masak
3 [Meoerma, wrcEtal dan Komsep S0 mewt [Peocatatan il
Konseq ey Eeputusan buku  regster
| Wallkota) Seletarts Daceal [- Walilcotn/ Keputusan
———— [sickdn Walikota) Sekibi
4 |Mebabsanaban  evilunsi knjiog, Ronsep 180 Honsep
dan harmonisasi terhadap) r 1 Keputiisan menit Keputusan
knasep Vet ==l | Walikatn/ Walikotn) Seldn
| Wit Seledn ‘ Sekdn
Membicriknn  persetujuan | atns) 1 [Hemsep 00 menit | Ranseg dia Wonnep slal benae kel
konsep  Keputisan - Walikota) Kepstunsan Kegitiann ditermskon gt staf]
Sekila ynug dsjukan | Walikotu/ Wallkota) Sekidn [wliministrosi, Jika drdl misih
e Sekdn tendupmt  kekuengan ksl
dikembulikon  kepadn  staf]
| pelnksans
& [Mrctima e wmemimtn e — [Konsep S menit | Ransep Setrlah konsep  heputusm
pedn  Jmpsep Keputusan I_ |— J ey i J Schda dipasd olch
Walikota Sekita  bepadil e Wanlilsotaf i ! it Dneraly
Kisubbog  PPHP  don Knbog) [Sekiin telah i pural
Hulerim |
T dnn ikan paral]| . | Fonsep S menn | Ransep Getelal konsep  heputusan
padn  konsep ¥ 1 ey iy ot/ Sehedn diparal olch
Wallkota) Sekda Walikataf Pernglont  Diserah dan
Sckin vy (1 parad Rasubbag FFHP
& |Meneruskan Konsep  Keputosan Honep a0 menit | Keputusan
(Wallkow Selutn  yany teluli Keputnsan Wabkots) Sckia
diparal olel Kepaby PO, kasibig | Winkikatn/
PPHF din Kabag Hokim wotuk f | Sekidn oy dil
dinmikdon ke Asksten, Schda du L sl
Walikota serta Ko
[ Walikota/ Sekdn
ERE dan T Fepatnsan| 180 1 Arsip [Fjiam Voepuitusan  Walikata)
T ' Walikatn/ menit Heputiusan Sekdn  ferkart  maten dan
kerpada PL dun menyasin kajin | Sehabs Sekida i dengan  pomturm
m | 2. Safl fike dan dan Publikesi i |perindang  andmgen vang|
S Website JUHH 2 [liertabou
Kajian
vy < = 10 et | Avsip Bepisan
Waliscotaf Sehida Walikitaf Sckda
[ 2 3 [ ] o

KETTA SEMARANG



LAMPIRAN 1V

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 180/295 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Nomor SOP 067.2/ 4
 Tanggal 10 Juli 2019
Pembuatan

' Tanggal Revisi 2 Agustus 2019

PEMERINTAH KOTA SEMARANG | Tanggal 5 Agustus 2019
SEKRETARIAT DAERAH  Pengesahan

Sekretaris Daerah
Kota Sem arang

|
] Disahkan Oleh

Kajian Perjanjian,
MoU, dan/atau
Berita Acara Yang
Di Tanda Tangani

| Nama SOP Oleh Walikota/

. Sekretaris Daerah
pada Bagian
Hukum Setda Kota

Semarang

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang | 1. Memahami perencanaan dan
Pembentukan Peraturan Perundang- penganggaran progam kerja dan
Undangan kegiatan

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 | 2. Memahami mekanisme
tentang Administrasi Pemerintahan pembentukan  produk  hokum

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 penetapan
tentang Pemerintahan Daerah sebagiaman | 3. Memahami penjabaran tugas dan
telah diubah beberapa kali, terakhir fungsi Bagian Hukum Setda Kota
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun Semarang

2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah




Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28
Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah

Keterkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

i &

2.
3.

4.

SOP Penyusunan Rencana Strategis
(RENSTRA)

SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA)

SOP Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)

1. Unit PC 3. Stempel
2. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila penyusunan produk  hokum
penetapan daerah berupa Perjanjian, Mol,
dan/atau Berita Acara tidak dilaksanakan,
maka kebijakan Pemerintah Kota Semarang
tidak dapat dilaksanakan

1. Nomor Perjanjian, MoU, dan/atau
Berita Acara

2. Arsip Perjanjian, MoU, dan/atau
Berita Acara

|
|

|




LIRAIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KAJIAN PERJANJIAN. MOLUL DANJATAL BERTTA ACARA
" YANG DITANDA TANGANI OLEH WALIROTA/ SERRETARIS DAERAH

&
“ARF*

Fua) Jempuls B Mty Baku
Urnian Prosedur cpaln Bagan | o sub Bag PRHP aw L — Permymmatan] [ Waktn Chat Pul
Hukum Erdanghipan
1 2 3 4 5 3 T ] o
Wenerimn, menelanh dan Fersap Mo/ |10 metil |Lisposiet
el posisd Honsep Mo [ muslal Teclanjinn
Prejamgian/ Beritn Ao vang Berits Acara
el dilabeukan poridabasan di
Baginn Chenwrmi Daerah
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LAMPIRAN V

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 180/295 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

Nomor SOP _0_67.2/_ 5

Tanggal Pembuatan | 10 Juli 2019

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Tanggal Revisi 2 Agustus 2019
Tanggal

A,
Pengesahan 5 Agustus 2019

Sekretaris Daerah
_ iota Se_mara_ng ,
Fasilitasi Bantuan |

|
Disahkan Oleh I

Hukum Bagi |
Warga Miskin Kota i
Nama SOP Semarang  pada |
Bagian Hukum
Setda Kota
Semarang
 Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Pemberian  Bantuan Hukum  Dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor |
52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan |

1. Sarjana Hukum

2. Memahami peraturan perundang-
undangan yang berlaku

3. Memahami hukum acara di semua
ranah persidangan




Pemerintah Provinsi Dan
Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Keterkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

{1. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) | 1. Unit PC
!2. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan | 2. ATK
Anggaran (DPA)
3. SOP Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Apabila tidak disusun SOP, tindak lanjut
pemberian fasilitasi bantuan hukum bagi
warga miskin kota semarang tidak dapat
| dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai
dengan peraturan perundang undangan
yvang berlaku

1. Warga miskin yang diberikan
fasilitasi bantuan hukum

2. Perkara yang ditangani

3. Arsip kajian penyelesaian perkara

hukum yang ditangani
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3 [Mererma dan medakikan  snalien St - Barst  permohonan  seria] 120 merit [l rEr Buaral
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LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 180/295 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

‘Nomor SOP  [067.2/6
s 1 10 Juli 2019
Pembuatan
Tanggal Revisi 2 Agustus 2019
| Pengesahan 5 Agustus 2019

' Disahkan Oleh

Sekretaris Daerah
Kota Semarang

Pendampingan
Penghadapan ASN
Nama SOP pada Bagian
Hukum Setda Kota

Semarang

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana 1

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Pemberian Bantuan  Hukum Dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Dan
Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Pendayagunaan

Memahami peraturan perundang- i
undangan yang berlaku




Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Keterkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
2. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA)

SOP Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)

3.

1. Unit PC
2. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

| Apabila tidak disusun SOP, pendampingan
penghadapan ASN tidak dapat dilaksanakan
dengan baik dan benar sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang
berlaku

1. Permasalahan ASN yang ditangani
2. Arsip kajian penyelesaian
permasalahan ASN yang ditangani




URAIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAMPINGAN PENGHADAPAN ASN

Ka Sub B Mutu Baku
ub Bag A
No Uraian Prosedur Pelaksana JF Bantuan Hukum Ktp;}:k?;ngﬂn Persyaratan / Waktu Out Pu Keterangan
& HAM kelengkapan S
1 2 3 4 5 ] 7 8 ] 10
1 [Menerima, mencatat dan Surat 5 menit Pencatatan di
meneruskan surat ~ mulal pendampingan buku register
pend ingan penghad penghadapan surat masuk
ASN dari BKPP ASN
7 [Menclaah dan mendiss ¥ [Surat 5 menit Disposisi surat
surat pendampingan I | pend 1
penghadapan ASN dari BKPP penghadapan
3 |Menerima, menelaah dan — Disposisi surat |10 menit  |Tindak lanjut
meneruskan surat = ] = Disposisi Surat
pendampingan penghadapan
ASN dari BKFP
4 |Menerima, melaksanakan dan L Disposisi Surat |1 hari Pendampingan |Koordinasi dengan ASN vang
melaporkan penanganan bersangkutan dan/atau
; s penghadapan — dengan instansi lain apabila
ASN dari BKPP diperlukan, Walktu
penanganan dapat
diperpanjang apabila
dibutuhkan
5 |Menernima dan mencruskan Laporan 10 menit  |Menelaah
laporan hasil pelaksanaan pendampingan laporan
pendampingan pendampingan
6 |Menerima Laporan hasil Laporan 10 menit  |hasil telaah D1 arsipkan
pelaksanaan pendampingan I [ selesal pendampingan laporan
S e =— endampingan
/ﬂl MTa p p g
1 2 3 4 5 ] g 10




LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 180/295 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

NDII_’li)_l_'_ SOP 067.?_/ 7_

Tanggal Pembuatan | 10 Juli 2019

Tanggal Revisi 2 Agustus 2019
Tanggal

5 Agustus 2019
Pengesahan Bhmas

Sekretaris Daerah

Disahkan Oleh Kota Semarang

Penanganan

' Permasalahan
Hukum pada
Nena SOF | Bagian Hukum
Setda Kota

Semarang

—-Daéé_r Huﬁmi_

Kualifikasi Pelaksana

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

tentang Bantuan Hukum
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum  Dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Dan
Kabupaten/Kota

1. Sarjana Hukum

2. Memahami peraturan perundang-
undangan yang berlaku

3. Memahami hokum acara di semua
ranah persidangan




5. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman i—

Keterkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

2. SOP Penvusunan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA)

3. SOP Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)

1. Unit PC
2. ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila tidak disusun SOP, tindak lanjut
penanganan permasalahan hokum tidak
dapat dilaksanakan dengan baik dan benar
sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku

1. Permasalahan yang ditangani
2. Arsip kajian penyelesaian
permasalahan hokum yang ditangani




URAIAN STANDAR OPERASIONAL MROSEDUR PENANGANAN PERMASALAHAN HUIKLIM

K Sub Bag ; . Mutu Haku
ol Uiy, Frosed i Pelaksans. N R el [ —— [
o HAM HMukum - Wakiu Ot Pat
1 2 3 ] 5 [ 7 [ [) 10
1 (Menenman, weacatu? deos sumi S menit  |[Pencatatan i buku
mecneruskin sursl permobow | [ E [ permotionan register surm masuk
pensnganan permasalabion ey - peamnganan
Tukum
| ket
2 | Mrnelnal dan mend sposial v [surm 5 menit | Disposisi supst
sur permolonian peantgas [
permnmiahan kukoum prenanganan penanganan
P Bk
huloum
o [Menierme, weaetanl dan Dhispeasind sumt | 16 melt | Tidnk bajul sosn
mendisponisi sl | b
iatian penamEnan S praanginam R
permsaskaban huboiin r A —— b hukm
Hrnleum
4 Lidcrahcan doagian it 34 ban | Kewar dam Waporan, hesd] 1, Rovsdiasl dengan Instans: i apobila di
it wieliarkan peiangannn permalsuan Tt anbmani perleiknn, sl herup b, Kajisn, keondined dan
permasalnlu hultdm penanganan elourifikeusd leagin ustansd maopion wasvoget ek
permasalaboan 2. Waltu dapnd ditambah apobils diperhon
| hukum, 3. Apubils perimsaladion samjal ke Leinhagn Persclili -
g, a. Pada Tingkat 1,
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dipeerfukinn - Gugatm Jiwaban
- Replik} Duplik
« Do bukets din adar-nbst bukd
- Mrmyinglenn sk
i, Handing dan Kasosl,
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LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 180/295 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

' Nomor SOP 067.2/ 8
Tanggal 10 Juli 2019
Pembuatan
Tanggal Revisi 2 Agustus 2019 ||
PEMERINTAH KOTA SEMARANG | Tanggal 5 Agustus 2019
SEKRETARIAT DAERAH Pengesahan
Sekretaris Daerah
i k leh
Disaitiean COle Kota Semarang
Penyusunan
Peraturan Daerah
Nama SOP pada Bagian
Hukum Setda Kota
L Semarang
 Dasar Hukum B Kualifikasi Pelaksana
1. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 1. Memahami  perencanaan dan |
Pembentukan Peraturan Perundang- penganggaran progam Kkerja dan
Undangan kegiatan
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 2. Memahami mekanisme
tentang Administrasi Pemerintahan ! pembentukan Peraturan Daerah
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 | 3. Memahami penjabaran tugas dan
tentang Pemerintahan Daerah sebagiaman fungsi Bagian Hukum Setda Kota
telah diubah beberapa kali, terakhir Semarang

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28
Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52




Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam |
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang |
Pembentukan Produk Hukum Daerah

Keterkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

1.

2.
3.

4.

SOP Penyusunan Rencana Strategis |
(RENSTRA) i
SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) |
SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA)

SOP Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)

Peringatan

1. Unit PC 3. Stempel
2. ATK 4. Printer
3. Koneksi Internet

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Penyusunan Peraturan Daerah tidak
dilaksanakan maka kebijakan Pemerintah
Kota tidak dapat terlaksana

1. Nomor Peraturan Daerah
2. Arsip Peraturan Daerah




STANDAR OFERASIONAL MROSEDUR FERYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Prlaksan Wit Pk |
Vinen Erasct Kabag Eiskum “"3”&;:“? & ar Pelaksam Persyaratan/ Kelengkapan Wakts Output L Bt
1 |Menerima dan Berkas permohonan Kancangen PERDA | 10 memit rimposisi berkas permohonan HNoskuh Akndemik ndoinh nosknh hasil penelitisn ntau  penglajan)
mendispasisi berkas (= | - beserta Naskah Akademik dan data Rancungan PERDA beserta Naskali  [ludkum dan hasil penelitien bsinoyn terbadap sty masalih tertentu
|permutionan Barangnn e —| pendukmng dari OFD Aksdemile dart OFL v dwpat dige g bilean secars Smish
FERDA besertn Naskah mesakh tersebut dalam sustn Rancangan Undang-Undang, Rancangan)
Akademik dari OPE | Pemtumn  Daerah  Provinsi, atae Bancangan  Peraturan  Daeerah
Hatrapaten/Kota sebagai solusi terhndup permasalahan dan kelrutsilun
| bnkum muanyarakat
2 [Menermn Berkas + Drisponisi berkas permolinssn Raocangin 30 maenit Tindak banjul permobsnan Pencntatan dalam Regbsier PERDA df Baghon Hukum din Bt Keadali
Pramolonan Ranecanggn . L PERDA Lesertn Naskah Aksdeasik dan Rancangon PERIA beserta Naskah
FERDA besertn NA dari iata peratuknngdar OPD | Almademik dari OPD
(T |
] . Il Rancangan FERDA brserta Naskali 30 menit TSttt program pembenikmn
[Pembentukan rancangsn Akardemik dan data pendulungdar OFD, (rancangan FERDA
PERDA untuk jangka |_] konyep st dan memo
wnktni Lol tahus i
|
4 [Membuat dan | Komsep st memo, dan Suat progomm 0 menit Permohosan pembontukan
mengiinmkan konsep pembentukan mncsngan PERDA rancargn PERDA untk ditetapkat
surat dan themo nles ilalam ragat Paviprrnan DPRTY
ruaemas Walikots dan surat =
pesnobona -
pratmhasan rmncngun
PERDA
5 |Mengikuti Pembicaraan 1. Materi Penjelasan Walikata, 180 mena L Kepotusan DFRD Kota 1. Hasil pe progrim PERDA
Tinghat 1. Pembatussan FPemnndangan umum Fraksi, anggagsan 2. memo 2 Pembabasan bersama dengan pardts khusos, Bag koo, OPT terkai
ratcangan FERDA antars daen Fawaban Walikow 2 komsep 3, Rancangan PEREMA dlan Masyaiukat
Pruserinta Kota dengan sl dnn metiio 3. Materi 4. Keputusan DPRD Kata untuk <L Peryampaian bipomn pimpinsn Paosos vang berist prose
DFRD, dan Pembicaman - Eagotass Puis pinset PSniaiis, permintaan ditetapkin menindi PERDA pembahssan, pendapat fraksi dan hasil pambicaraan
Tingknt 11 Bersama persctijuan dar anggota, peodapat akhic 4. Wiaktns daymt ditm bal apabils diperiuken
Kepaba Bagion Huokum Walikata
Mem bt kopsep surat Bural permohorean poreg, Keputisan AU menit [ Momor Rogsier F o PERDA kepada Gubermar
dun mewo tentany DPRID, dan Runcangan PERDA palitg lma 3 har sejalk FERDA dati plopi
permulmin ioser DERD
apmeimib =
Chubermir |
7 |Mengirimbon rancangan Surat, memo, st noreg, konsep PERDA| 10 memit PERDA
PERDWA wegadi PERDA
unmk ditanids mngani
odeh Walikotn dan
Selretaris Dacraly
8 |Melakukan Arssp din | PERDA i PERDA tevarsip dan Terpubls di
mempiillikas: FERDA ke B ANTAZ T [Welmies JINH Kots Seamrang
websile JUIH Kots _?’ "(7'
Semarang
i 2 3 4 5 fi ? 10




LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA

SEMARANG

NOMOR 180/295 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA

SEMARANG
Nomor SOP 067.2/ 9
Tanggsl 10 Juli 2019
Pembuatan

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Tanggal Revisi

2 Agustus 2019

?iﬁg:l B S Agustus 2019

DiphlanDidh | Peroans daenh
Kota Semarang
Penyusunan
Peraturan Walikota

Nama SOP pada Bagian
Hukum Setda Kota
Semarang

| Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

15

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagiaman
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun

2018 tentang Kerja Sama Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52

1. Memahami

perencanaan

dan |

penganggaran progam kerja dan |

kegiatan
2. Memahami

mekanisme |

pembentukan Peraturan Walikota
3. Memahami penjabaran tugas dan |

fungsi Bagian Hukum Setda Kota

Semarang




Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan  Pemerintah
Provinsi Dan Kabupaten/Kota

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan |

Keterkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

1. SOP Penyusunan Rencana Strategis
(RENSTRA)

2. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

3. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA)

4. SOP Penyusunan Laporan Keterangan

1. Unit PC

2, ATK

3. Stempel

4. Printer

5. Koneksi Internet

Pertanggungjawaban (LKPJ)
Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Penyusunan Peraturan Walikota tidak
dilaksanakan maka kebijakan Pemerintah Kota
tidak dapat terlaksana

1. Nomor Peraturan Walikota
2. Arsip Peraturan Walikota




STANDAR OFERASIONAL MROSEDUR PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA
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LAMPIRAN X

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA
SEMARANG

NOMOR 180/295 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG

Nomor SOP 067.2/ 10
Tanggal 10 Juli 2019
Pembuatan

Tanggal Revisi | 2 Agustus 2019
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH Tanggal

A
Hengenslian 5 Agustus 2019

Sekretaris Daerah

Disahkan QOleh Kots Semarang

Pelayanan
Perpustakaan
Nama SOP JDIH pada Bagian
Hukum Setda
Kota Semarang

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang Nomor 12 Tahun 2011 | 1.Kecermatan Memahami teknik
tentang Pembentukan  Peraturan dan tata cara pendokumentasian

Perundang-Undangan Literatur dan Produk Hukum

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun | 2. Memahami teknik pengelolaan
2014 tentang Administrasi perpustakaan
Pemerintahan

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagiaman telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28
Tahun 2018 tentang Kerja
Sama Daerah

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun
2012 tentang Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Nasional




6.

10.

i B oY

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan
Kabupaten /Kota

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah

Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standar
Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan
Informasi Hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi
Dan Informasi Hukum Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Peraturan Walikota Semarang Nomor
15A tahun 2009 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kota Semarang

Keterkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

SOP Pengelolaan Website JDIH

Komputer Komputer
Internet

Scanner

Almari buku

Alat Tulis Kantor
Meja kursi

o s

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Perhatikan teknik penataan buku-buku
perpustakaan

Buku inventaris perpustakaan




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERPUSTAKAAN JARINGAN DOKUMENTAS] INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KOTA SEMARANG
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LAMPIRAN XI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA
SEMARANG

NOMOR 180/295 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG

Nomor SOP 067.2/ 11
Tanggal 10 Juli 2019
Pembuatan

Tanggal Revisi 2 Agustus 2019
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH Tanggal 5 Agustus 2019

Pengesahan
ik S kel Sekretaris Daerah
Kota Semarang
Pengelolaan
Website JDIH
Nama SOP pada Bagian
Hukum Setda
Kota Semarang
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang Nomor 12 Tahun 2011 1. Kecermatan Memahami teknik
tentang Pembentukan  Peraturan dan tata cara
Perundang-Undangan pendokumentasian produk
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun hukaum dal_n mfonpam hukum
2014 can Eerriing .| 2. Memahami teknik pengelolaan
ki ST, produk hukum
Pemerintahan

3. Memahami tata cara
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun pengarsipan

2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagiaman telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28
Tahun 2018 tentang Kerja
Sama Daerah

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun
2012 tentang Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Nasional




6.

10.

11,

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan
Kabupaten /Kota

. Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah

Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standar
Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan
Informasi Hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi
Dan Informasi Hukum Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Peraturan Walikota Semarang Nomor
15A tahun 2009 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kota Semarang

Keterkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

SOP Pengelolaan Perpustakaan JDIH/
perpustakaan Setda

Komputer

Scanner

Almari buku

Alat Tulis Kantor
Meja kursi

Aplikasi Website JDIH

SO B G B9

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

|

2

Perhatikan teknik pendokumentasian
produk hukum

Perhatikan teknik penataan produk
hukum

Daftar Produk Hukum




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN WEBSTE JDIH PAUA BAGIAN HUKUM SETDA KOTa SEMARANG
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SEKRETARIS TAERAH KOTA SEMARANG,
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LAMPIRAN XII

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA
SEMARANG

NOMOR 180/295 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

KOTA SEMARANG
Nomor SOP 067.2/ 12
Tanggal ,
Berdbraban 10 Juli 2019

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Tanggal Revisi | 2 Agustus 2019

Tanggal

Pengesakian 5 Agustus 2019

Sekretaris Daerah

Disahkan Oleh
Kota Semarang

Penggandaan Dan
Pendistribusian
Produk Hukum
pada Bagian
Hukum Setda
Kota Semarang

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan = Peraturan
Perundang-Undangan

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi
Pemerintahan

. Undang Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagiaman telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah

. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28
Tahun 2018 tentang Kerja
Sama Daerah

. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun
2012 tentang Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Nasional

1. Kecermatan Memahami teknik
dan tata cara pendokumentasian
produk hukum dan informasi
hukum

2. Memahami teknik pengelolaan
produk hukum

3. Memahami tata cara pengarsipan




6.

10.

1l

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Standar Operasional Prosedur Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan
Kabupaten /Kota

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah

Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standar
Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan
Informasi Hukum

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi
Dan Informasi Hukum Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Peraturan Walikota Semarang Nomor
15A tahun 2009 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kota Semarang

Keterkaitan SOP

Peralatan/ Perlengkapan

Komputer
Printer

Scanner
Flashdisk
Almari buku
Alat Tulis Kantor
Meja Kursi

SLAERVER oS Coa

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Perhatikan teknik pendokumentasian
produk hukum daerah

Daftar Produk Hukum




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR P NDAAN DAN PENDIST { PRODUE HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SEMARANG
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